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Abstrak
Pentingnya Isu Keselamatan dan  Kesehatan Kerja (K3) dimata hukum
secara filosofi adalah suatu pemikiran dan upaya menjamin keutuhan dan
kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan
manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan
makmur, menjaga agar sumber-sumber produksi dapat digunakan secara aman
dan efisien, serta menjamin kelancaran proses produksi yang merupakan faktor
penting dalam meningkatkan produktivitas  perusahaan,  namun  berbagai potensi
bahaya dan resiko ditempat kerja mengancam diri pekerja sehingga dapat
menimbulkan cedera atau gangguan kesehatan,untuk menjamin para pekerja dan
orang lain yang berada disekitar tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan
sehat, dan menjaga agar sumber-sumber produksi dapat digunakan secara aman
dan efisien, serta menjamin kelancaran proses produksi yang merupakan faktor
penting dalam meningkatkan produktivitas perusahaan.
Penegakan hukum sebagai sikap tindak ajeg atau perikelakuan teratur,
yang diulang-ulang dengan cara yang sama dan bertujuan untuk mencapai
kedamaian.serta dipengaruhi oleh faktor perundang-undangan, masyarakat,
sarana dan prasarana, serta aparat penegak hokum yang harus diberdayakan
secara komprehensif, simultan, konsisten dan berkelanjutan
Kata Kunci : Safety tidak ada kompromi tidak safety tidak ada akses
xi
Abstract
The Importance of Occupational Safety and Health Issues (K3) in the eyes
of law in philosophy is a thought and effort to guarantee the wholeness and
perfection of both physical and spiritual labor in particular and human in
general, their work and culture towards a just and prosperous society, production
can be used safely and efficiently, as well as ensuring the smoothness of the
production process which is an important factor in improving the productivity of
the company, but the various potential hazards and risks in the workplace
threaten the worker's self so as to cause injury or health problems, to ensure the
workers and others who are around the workplace is always safe and sound, and
keeps the sources of production safe and efficient, and ensures the smoothness of
the production process which is an important factor in improving the productivity
of the company.
Law enforcement as a regular attitude or regular conduct, which is
repeated in the same way and aims to achieve peace and is influenced by
legislation, society, facilities and infrastructure, and law enforcement officers who
must be empowered comprehensively, simultaneously, consistent and sustainable
Keywords: Safety no compromise no safety no access
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BAB  IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian permasalahan dan pembahasan diatas, maka
penulis mengambil kesimpulan yakni sebagai berikut :
1. Bahwa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah suatu usaha dan upaya
untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan
bahaya baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan,
masyarakat dan lingkungan. Jadi kesehatan dan keselamatan kerja tidak
hanya berkaitan dengan masalah fisik pekerja, tetapi juga mental, psikologis
dan emosional.
2. Penegakan hukum sebagai sikap tindak ajeg atau perikelakuan teratur, yang
diulang-ulang dengan cara yang sama dan bertujuan untuk mencapai
kedamaian.serta dipengaruhi oleh faktor perundang-undangan, masyarakat,
sarana dan prasarana, serta aparat penegak hokum yang harus
diberdayakan secara komprehensif, simultan, konsisten dan berkelanjutan.
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